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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN

JI. Pendidikan No.37 Mataram NTB,TIp.(0370) 641552, 638265

Fax. !0370! 638265, e-mail: lemlit unram@Eahoo.com

SURAT PERJANJIAN

PELAKSANAAN INSENTIF RISET SINAS

TAHUN ANGGARAN 2015
S —

Nomor : 07/SPP-SINAS-RT/UN18.12/PL/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Amiruddin, M.Si.
Jabatan . Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat . JI. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam
Surat Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

dan
1. Nama : Dr. Ir. Bambang Supeno, MP,
Alamat : Fakultas Pertanian Unram, JI. Majapahit No. 62 Mataram
2. Nama : Dr. Ir. Erwan, M.Si.
Alamat : Fakultas Peternakan Unram, JI. Majapahit No. 62 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai

keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas, kedua
belah pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Insentif Riset Sinas

Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai
berikut:

Pasal 1
LINGKUP KEGIATAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab
pelaksanaan penelitian yang berjudul “Teknik Penerapan Sistem Terintegrasi
Beternak Lebah Madu dan Kebun Kopi dalam Mendukung Terciptanya Two in One
(2-in-1) Penghasilan Petani HKm".

(2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal
Penelitian yang telah disetujui oleh Kementerian Riset dan Teknologi, sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
perjanjian ini.



Pasal 2

PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 sebesar Rp. 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) yang dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset
dan Teknologi Nomor: DIPA-042-01.1.4279222015 tanggal 25 Maret 2015, pada
Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional
(042.01.06), Insentif Riset Sinas (2665), Paket Insentif Riset Sinas (2665.005.011);

(2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 3 (tiga) tahap
sebagai berikut :

a. Tahap pertama 30% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta
rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah
pihak disertai penyerahan proposal kegiatan yang telah direvisi sebanyak 6 (enam)
eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA,;

b. Tahap kedua 50% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pertama
sebanyak 6 (enam) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) dan dokumen-
dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian ini kepada PIHAK
PERTAMA;

c. Tahap ketiga 20% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta
rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua laporan
pelaksanaan kegiatan, luaran penelitian, dan dokumen-dokumen lain (dokumen
cetak dan elektronik) sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian ini kepada
PIHAK PERTAMA;

Pasal 3
KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan harus disetorkan ke kas Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100%, terhitung sejak ditandatangani
Surat Perjanjian ini pada tanggal 16 April 2015 dan berakhir sampai dengan tanggal
07 Desember 2015.

Pasal 5
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN

(1) Pengelolaan keuangan hibah penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK
KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan block grant, yaitu:

a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
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(2)

(1)

b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan
pembukuan keuangan lainnya;

d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan
tanggal transaksi;

e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus
dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan
Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan

f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK
KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.

Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK
PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 30% (tahap pertama), yang berisi
rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk soft copy format pdf, serta
dalam bentuk hard copy yang disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi
pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga)
eksemplar selambat-lambatnya satu minggu sebelum monitoring internal 1;

b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 50% (tahap kedua), yang berisi
rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk soft copy format pdf, serta
dalam bentuk hard copy yang disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi
pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga)
eksemplar selambat-lambatnya satu minggu sebelum monitoring internal 2; dan

c. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian
penggunaannya dalam bentuk soft copy format pdf, serta dalam bentuk hard copy
yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada
PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy)
selambat-lambatnya 07 Desember 2015.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA
a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA:
b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2
Surat Perjanjian ini;
b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan
oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana/uang dari PIHAK PERTAMA
sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian ini dan kesepakatan kedua belah pihak;



2. Kewajiban PIHAK KEDUA

b.

e as

Teknologi proses/produk Beternak lebah madu di kebun kopi

Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadual dan batas
waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini;

Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian
yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian ini dan
peraturan perundangan yang berlaku;

Berkewajiban membayar pajak berupa:

1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPn sebesar 10% dan PPh Pasal 22
sebesar 1,5%;

2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk
golongan Ill 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki
NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;

3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;

Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan ke kas
negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan membeli peralatan atau barang modal;

Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang
dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian ini;

Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel
ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran
berjalan; '

Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh
PIHAK PERTAMA dan/atau Kementerian Riset dan Teknologi;

Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur, baik dalam
mengisi aplikasi monitoring secara berkala maupun kepada Tim Monitoring dan
Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram
dan/atau Kementerian Riset dan Teknologi : ‘

Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA,;
Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 9
ayat (4) Surat Perjanjian ini; dan

Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub
dalam Pasal 9 Surat Perjanjian ini.

Pasal 7
LUARAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

Bt ile

Publikasi pada jurnal iimiah nasional | Artikel ilmiah yang dimuat di jurnal
terakreditasi Internasional Scopus
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Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan

oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 07 Desember

2015,

Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan

pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi berupa:

a. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap ketiga (20%) dari
PIHAK PERTAMA, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir ¢, dan
dana tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara; dan

b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melanjutkan penelitian tahun berikutnya bagi
penelitian yang masih berjalan/on going, dan bagi penelitian yang telah selesai
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian baru melalui
Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8
MONITORING

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kementerian
Riset dan Teknologi.

Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pencairan-dana tahap berikutnya.

Pasal 9
PELAPORAN

Laporan terdiri atas:

Laporan Kemajuan Pertama;

Laporan Kemajuan Kedua;

Laporan Penggunaan Keuangan; .

Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan.

. Laporan Akhir

aporan Kemajuan Pertama dan Laporan Kemajuan Kedua:

. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian:

. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan

dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;

c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;

d. Laporan disusun dengan format sesuai ketentuan dalam buku Pedoman Insentif
Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan
Teknologi; dan

e. Laporan dalam bentuk soft copy dan dalam bentuk hard copy masing-masing
sebanyak 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-
lambatnya satu minggu sebelum monitoring internal 1 untuk Laporan Kemajuan
Pertama dan satu minggu sebelum monitoring internal 2 untuk Laporan
Kemajuan Kedua.

Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:

a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan block grant
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian ini;

b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;

c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini; dan



(4)

(5)

Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat
(3) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total
dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke
kas Negara.

Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP):

Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian dengan
format sesuai ketentuan dalam buku Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional
(SINas) yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi;;

Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) tentang perkembangan kegiatan penelitian
tahap pertama (30%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga)
eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya satu minggu sebelum monitoring
internal 1;

Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) tentang perkembangan kegiatan penelitian
tahap kedua (50%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga)
eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya satu minggu sebelum monitoring
internal 2; dan

. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian,

diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy)
selambat-lambatnya 07 Desember 2015, sedangkan BCHP yang asli disimpan oleh
peneliti sebagai dokumen.

Laporan Akhir:

a.
b.

C.

Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian; .

Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan
dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;

Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh
PIHAK PERTAMA;

Laporan disusun dengan format sesuai ketentuan dalam buku Pedoman Insentif
Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan
Teknologi;

. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk hard copy sebanyak

8 (delapan) eksemplar disertai soft copynya kepada PIHAK PERTAMA selambat-
lambatnya 07 Desember 2015; dan

Penyerahan Laporan Akhir (Laporan Akhir Teknis) oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA, harus disertai dengan dokumen lain berupa:

1) Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat
Perjanjian ini;

2) Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk hard copy
sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli-dan dua fotocopy), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir ¢ Surat Perjanjian ini;

3) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) butir d Surat Perjanjian ini:

4) Laporan Ringkas Hasil Litbang sesuai format dalam buku Pedoman Insentif
Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas);

5) Daftar Hasil Litbang;

6) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat/Barang Modal;

7) Surat Pernyataan Setor Dana Sisa, dilengkapai dengan Bukti Setor Dana Sisa
(jika ada); dan
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8) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format “pdf’) Laporan Akhir (Laporan
Akhir Teknis) dan dokumen sebagaimana pada 1) sampai dengan butir 7) di
atas.

Pasal 10
PERUBAHAN PENELITIAN

Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan,
judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan
penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus
mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Perubahan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di
atas, dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari
PIHAK PERTAMA.

Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan
penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk
penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang
penelitian tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan

(2)

(1

dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan dalam buku Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang
diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh
PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian ini, maka PIHAK
PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12
PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh

(1

@)

melalui anggaran penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada
institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini sehingga
pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada
ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banijir, gempa
bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan),

7
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Pasal 16
PENUTUP
(1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp 6.000,-
(enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh kedua
belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

1. Dr. Ir. Bambang Supeno, MP.

Anggota 1,

. Ir. Erwan, M.Si.




